
PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMSUL MAIDI

2. Jabatan : KETUA

3. NHK : 547505

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA 

SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

2. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , 

WARISAN Rp. 300.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA 

SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

4. Tanah Seluas 12.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , 

WARISAN Rp. 400.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 586 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

6. Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL 

SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 433.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI 

Rp. 20.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 

18.000.000

3. MOBIL, PAJERO SPORT 2,4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A / JEEP 

Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 184.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000
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F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.732.000.000

III. HUTANG Rp. 666.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.066.000.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF KURNIAWAN

2. Jabatan : HAKIM

3. NHK : 766187

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 157.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA 

SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 157.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.400.000

1. MOTOR, YAMAHA 50C (T135HC) 135CC Tahun 2013, HASIL 

SENDIRI Rp. 5.900.000

2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 

124.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 290.900.000

III. HUTANG Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -9.100.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG

2. Jabatan : HAKIM

3. NHK : 766154

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 249.000.000

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION/FZ150 Tahun 2011, HASIL SENDIRI 

Rp. 9.000.000

2. MOBIL, HONDA HR-V RU1 E PLUS Tahun 2020, HIBAH TANPA 

AKTA Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.098.936

F. HARTA LAINNYA Rp. 3.595.127

Sub Total Rp. 292.694.063

III. HUTANG Rp. 2.277.212

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 290.416.851

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2023 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS

2. Jabatan : HAKIM

3. NHK : 762306

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 

15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.880.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 105.688.382

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 154.568.382

III. HUTANG Rp. 94.007.336

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 60.561.046

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDEK HERMAWAN

2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

3. NHK : 547654

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.117.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/15 m2 di KAB / KOTA PIDIE, 

HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/25 m2 di KAB / KOTA PIDIE, 

HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 14.5 m2/12.5 m2 di KAB / KOTA 

PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/13 m2 di KAB / KOTA PIDIE, 

HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/40 m2 di KAB / KOTA PIDIE, 

HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/200 m2 di KAB / KOTA PIDIE, 

HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 

7.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 

7.000.000

3. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 

6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 262.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 760.000
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F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.399.760.000

III. HUTANG Rp. 671.529.845

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 728.230.155

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2023 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABIDAH. SH.MH

2. Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM

3. NHK : 654183

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/192 m2 di KAB / KOTA PIDIE 

JAYA, WARISAN Rp. 310.000.000

2. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, WARISAN Rp. 

100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL 

SENDIRI Rp. 7.000.000

2. MOTOR, CBR 125 SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI 

Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 437.050.000

III. HUTANG Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 37.050.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2023 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKHWANI

2. Jabatan : PANITERA MUDA PERDATA

3. NHK : 480786

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 180.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/311 m2 di KAB / KOTA PIDIE, 

HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 349.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2019, HASIL 

SENDIRI Rp. 340.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 

9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 549.057.000

III. HUTANG Rp. 399.260.740

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 149.796.260

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2023 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SHINTA MIRANDA SORAYA. SH

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 549087

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 240.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA ACEH 

BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 

5.000.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 

9.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 

5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 143.090.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 411.090.000

III. HUTANG Rp. 315.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 96.090.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2023 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YENI SURIANI

2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI

3. NHK : 905503

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 385.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 309.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV-V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

300.000.000

2. MOTOR, HONDA Y1G02N15L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI 

Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.460.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 809.460.000

III. HUTANG Rp. 28.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 781.460.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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